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KEPUTUSAN KEPAI,A KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 5,.gTAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWTYAH AS'ADTYAH AHSANU AMALA

KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WTLAYAFI KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SEI,ATAN,

Menimbang :

c.

d.

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
8 ayat l2l Peraturan Menteri Agama Nomor 90
Tahun 2013 tentang Peny.elenggaraan Pendidikan
Madrasah, perlu memberikan lz;trr operasional
terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayatr Kementerian Agama Provinsi Kalimantan
Selatan;

bahwa dalam rangka meningkatkan akses
pendidikan madrasah yang bermutu, perlu
memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahwa madrasah yang tercantum dalam Iampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
administratif, teknis, dan kelayakan yang telah
ditetapkan;

bahwa brdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Frovinsi Kalimantan
Seliatan tentang Penetapan lzin Operasional
Pendirian Madrasah Tsanawiyah As adiyah Ahsanu
Amala Kabupaten Kotabaru; '.,

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2OA3 tentang
Sistem Pendidikan Nasional {Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a301);

Mengingat : 1.



2.
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Guru dan Dosen {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lernharan Negara Republik Indonesia Nomor
a586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambalen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor +496l' sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikar {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol3 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a10);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wqiib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOB Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9T,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a86a);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941l'
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2Afi tentang
Perublrhan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74
?ahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun }QLT Norrnr L87,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelo}aan dan Penyelenggaraan
Pendidikan {l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia 'Nomor 5150]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Per:rbahan atas Peraturail Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

3.

4.

5.

6.

7.



Menetapkan

-3-

fi
8. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 24Tahun 2OOZ tentang Standar Sarana danPrasarana untuk Sekolah DasarlMadrasah

Ibtidaiyah, sekoriah Menengah pertamaiMadrasah
Tsanawiyah dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang standar perayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/KoL sebagaimanatelah diubah meqiadi peraturan -Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2A Tahun
2013 tentang perubaharr atas peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 ?ahun ZOTA
tentang standar peiayanan Minimai pendidikan
Dasar di Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2or2tentang pengawas Madrasah dan pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Sef<ofafr
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2Ai.3 tentang
Perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 2Tahun 2AtZ tentang pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013tentang Penyelenggaraan pendidikan Madrasah
sebagaimana telah diubah dengan peiaiuran
Menteri Agama Nomor 60 Tahuri 2015 t"rrt"rrg
Perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor90 Tahun 2013 tentang eenfelenggaraan
Pendidikan Madrasah;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun zolg
tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal
Kementerian Agama;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor ZOTA Tahun
_1_?98 

tentang _petunjuk 
pelaksanaan pend"elegasian

Wewenang di Lingkungan Departemen Agama-;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN 

-IZTV

OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH iSATVAWTVAH
AS'ADTYAH AHSANU AMALA KABUPATEN KOTABARU.

Memberikan izin operasional pendirian madrasahkepada madrasah sebagaimana tercantum dalam
FTfy." yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KESATU



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wAiib;
a.Menyampaikan laporan perkembangan madrasah

kepada Kepala Ksntor Kementerian .Agalna yang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah
peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan
pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan
teflaga kependidikan; danl aau

b. Mengqiukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana
dinaaksud dalam Diktuna KEDUA huruf a diaihi
memenuhi standar peliayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Dilctum KESATU tetap
berlaku.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinitai
memenuhi standar pelayanan minimal
pnyelenggaaa.n pendidikan dan/atau hasil akrediksi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tangal i2 Deseraber 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
RIAN AGAMA PROVINSI
AN SELATAN,

n
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"s LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR ,W TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH AS'ADIYAH AHSANU
AMAI.A KABUPATEN KOTABARU

TENTANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal lX Desember 2O19

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

AN SELATAN,

1 Nama Madrasah Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Ahsanu
Amala

2 Nomor Statistik Madrasah 121263020016

3 Alamat Madrasah Jl. Raya Salino

Desa/Kelurahan Salino

Kecamatan Pulau Laut Tengah

Kabupaten.Kotabaru

Provinsi Iklimantan Selatan

4 Nama Organisasi
Penyelenggara

Yayasan As'adiyah Ahsanu Amala

5 Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

Nomor 02 Tahun 2OL7

6 Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

SK MENKUMHAM RI Tanggal 11 April
2017
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Diberikan kepada:

: Madrasah Tsanawiyah As'adiyah AhsanuNama Madrasah

Alarnat

.Amala

Jl. Raya Sa1ino

Salino

hrlau Laut Tengah

Kotabaru

Kalimantan Selatan

Yayasan As'adiyah Ahsanu Amala

Nomor O2 Tahun 2O17

Ll April2O17

lI} Desember 2O19

DesalKelurahan

Keeamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah

Akte Notarie Penyelenggara

Pengesatran Akte Notaris

Elerdiri Sejak

Banjarmaein, l}Deseaber 20 1 9

KANTOR WILAYAH
AGAMA PROVINSI

AN SELATAN,

Nomor Statistik Madrasatr
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